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SAMBUTAN  

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  

KEPADA MASYARAKAT (PPPM-STPN) 

 

 

 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional memiliki tradisi melakukan 

penelitian dengan isu-isu khusus, yakni  persoalan-persoalan yang 

terkait dengan agraria. Hal itu yang membedakan dengan lembaga 

penelitian kampus lainnya, karena tema-tema Penelitian Strategis 

PPPM-STPN yang diajukan oleh para dosen/peneliti berbasis pada 

mata kuliah yang diajarkan sekaligus merespon persoalan yang 

mengemuka di ranah publik, khususnya persoalan kebijakan dan 

layanan publik. Sebagai sebuah lembaga penelitian yang dinaungi 

oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, PPPM menjadi 

garda depan dalam mengawal penelitian para penelitinya agar selalu 

berpegang pada ranah atau isu-isu yang berkembang di masyarakat, 

khususnya persoalan terkait agraria demi mendorong terciptanya 

“tanah untuk keadilan bagi masyarakat”.  

Hadirnya kumpulan buku ini yang merupakan bagian dari 

penelitian para dosen STPN adalah upaya untuk mempublikasikan 

hasil temuan-temuan di lapangan atas berbagai isu dan problem yang 

terjadi. Walaupun tentu saja tidak semua bisa kami publikasikan 

secara luas dengan berbagai pertimbangan.  

Tahun 2016 ada 17 tim yang turun ke lapangan untuk melakukan 

penelitian, dan semuanya telah membuat laporan secara baik dan 

bisa diakses oleh publik, namun pada kesempatan kali ini yang 

dipublikasikan naskah ringkasnya dalam bentuk publikasi hanya 

sebagian saja, karena terbuka kemungkinan untuk dipublikasikan 

dalam bentuk lain, baik buku, jurnal, maupun prosiding. Secara 

terbatas PPPM sebagai sebuah lembaga memfasilitasi karya-karya 

para peneliti agar bisa tersebar secara luas baik dalam bentuk hard 

file maupun soft file. Upaya penyebaran naskah publikasi ini meru-

pakan usaha kami turut serta melakukan pendidikan literasi di 
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bidang agraria, agar isu dan persoalan keadilan dalam ranah agraria 

tetap mejadi perhatian publik. 

Tentu saja sebagai sebuah lembaga pendidikan, kami mengem-

ban misi Tridarma Perguruan Tinggi yang terus dituntut untuk 

menghasilkan karya dalam bentuk pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dan publikasi kumpulan hasil pene-

litian ini menjadi bagian dari upaya misi di atas agar apa yang kami 

kerjakan “terbumikan” ke khalayak luas. Persoalan agraria yang 

aktual dan faktual bisa dikenali oleh publik agar tercipta dialog yang 

saling mengumpan dan memberi. 

Kegiatan Penelitian Strategis PPPM STPN Tahun 2016 kali ini 

mengangkat beragam tema. Setidaknya ada 17 judul penelitian yang 

lolos seleksi untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian la-

pangan, yang kesemuanya dibiayai oleh DIPA STPN. Dari sisi tema 

cukup beragam, dari mulai pengadaan tanah, konflik, tata ruang, 

problem hukum pertanahan, dan tema-tema lainnya. Sementara 

sebaran wilayah juga semakin luas, hampir semua wilayah terwakili, 

wilayah Jawa (Tengah, Timur, Barat), Kalimantan, Sumatera, Maluku, 

NTT, dan tempat lainnya.  

Akhirnya, atas terbitnya kumpulan ringkas hasil penelitian ini, 

PPPM mengucapkan terima kasih kepada para dosen/peneliti dan 

semua pihak yang terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan pene-

litian dari awal sampai dengan terbitnya buku monografi kumpulan 

penelitian Strategis Tahun 2016. Ucapan terima kasih secara tulus 

kami sampaikan kepada para Tim Evaluasi Penelitian yang dengan 

sabar dan setia telah mendampingi dan mengawal proses pembe-

lajaran dan melaksanakan dialog keilmuan dengan para peneliti, 

khususnya kepada Prof. Dr. Sudjito, Prof. Dr. Irwan Abdullah, Prof. 

Dr. Hadi Sabari Yunus, Djurdjani, Ph.D, Dr. Oloan Sitorus, dan Dr. 

Sutaryono. Kepada para pengelola PPPM dan STPN Press yang telah 

bersusah payah ikut mengawal dan membidani lahirnya buku ini, 

kami ucapkan terima kasih. Semoga diseminasi hasil penelitian ini 

menjadi tradisi dan tempat pembelajaran serta transfer pengetahuan 

untuk semua pihak. 

Yogyakarta, Desember 2016 

Kepala PPPM-STPN 
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Pengantar Penyunting: 

PENYELESAIAN PROBLEM AGRARIA 

(Asas Keterbukaan dalam Pengadaan Tanah, Efektifitas 

Larasita, Pemberdayaan Petani, Konsep Ruang Tanah Adat, 

dan Deformasi) 

 

 

 

Pada tahun 2016 ini, tema payung yang diangkat dalam kegiatan 

penelitian Strategis PPPM-STPN adalah ‘Penyelesaian Problem 

Agraria: Asas Keterbukaan dalam Pengadaan Tanah, Efektifitas Lara-

sita, Pemberdayaan Petani, Konsep Ruang Tanah Adat, dan Defor-

masi’. Tema ini dipilih untuk membingkai judul-judul penelitian 

yang diarahkan terutama untuk memperkaya bahan ajar melalui 

updating isu-isu pertanahan di berbagai daerah di Indonesia. Peneli-

tian di tahun 2016 ini dilaksanakan dengan mekanisme call for pro-

posal yang menghasilkan 17 (tujuh belas) judul penelitian terseleksi 

yang yang dilaksanakan dengan skema pendanaan dari DIPA STPN. 

Kesemuanya dilakukan dengan mekanisme alur penelitian sebagai-

mana prosedur operasional penelitian di PPPM.  

Buku ini menyajikan 6 (enam) judul penelitian dari 17 (tujuh 

belas) judul penelitian strategis tahun 2016 yang dilaksanakan oleh 

dosen/peneliti STPN: 

1. Legalitas Sertipikasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui 

Program Larasita di Kota Bandung; 

2. Asas Keterbukaan dalam Pengadaan Tanah di Kabupaten Boyo-

lali; 

3. Transmisi Sosial dalam Pemberdayaan Petani oleh Kantor Per-

tanahan Kabupaten Magetan; 

4. Dampak Deformasi Lempeng Bumi terhadap Koordinat Titik 

Dasar Teknik di Pulau Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat 

(Periode 2005/2007-2015); 
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5. Problematika dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pem-

bangunan Bendungan Leuwikeris Jawa Barat; serta 

6. Penerapan Konsep Wilayah Tanah Usaha Berbasis Keruangan 

pada Tanah Adat di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan 

Tengah. 

Upaya untuk meningkatkan dan mempercepat legalisasi asset 

tanah masyarakat terus diusahakan oleh Kemeterian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Salah satu upaya tersebut 

adalah dengan digulirkannya program Layanan Rakyat Untuk Serti-

pikasi Tanah (Larasita). Larasita merupakan wujud inovasi pelayanan 

publik di bidang pertanahan yang bertujuan untuk mendekatkan 

tugas dan fungsi kantor pertanahan kepada masyarakat dengan 

konsep kantor pertanahan bergerak. Larasita merupakan suatu kebi-

jakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang 

diperlukan, diharapkan, dan difikirkan oleh masyarakat.  Kehendak 

Larasita berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan 

Kementrian ATR/BPN RI dengan masyarakat sekaligus mengubah 

paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari 

menunggu dan pasif menjadi aktif atau proaktif, mendatangi masya-

rakat secara langsung. Dengan Larasita Kantor Pertanahan menjadi 

mampu menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan di manapun 

target kegiatan berada. Pergerakan tersebut juga memberikan ruang 

interaksi antara aparat BPN RI dengan masyarakat sampai pada 

tingkat kecamatan, kelurahan atau desa, dan tingkat komunitas 

masyarakat di seluruh wilayah kerjanya terutama pada lokasi yang 

jauh dari kantor pertanahan. Tulisan pertama oleh Akur Nurasa, dkk 

mencoba mengupas urgensi lahirnya sertipikat Larasita di Kota 

Bandung, beserta dampak yang ditimbulkannya. Volume pekerjaan 

di Kantor Pertanahan Kota Bandung sangat tinggi dimana 

pendaftaran tanah sebanyak 1.500 pendaftaran per bulan, dalam 

memberikan pelayanan, kepala kantor juga melimpahkan kewe-

nangannya kepada kepala seksi atau bahkan bisa dilimpahkan kepa-

da kasubsi yang bersifat teknis dalam hal penandatanganan 

sertipikat. Pertanyaan yang timbul adalah apakah penerbitan sertipi-

kat Larasita di Kota Bandung tersebut memenuhi azas legalitas serta 
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mencerminkan azas keadilan dalam mewujudkan sebesar-besar ke-

makmuran masyarakat serta bagaimana  dampaknya bagi subjeknya, 

maupun aspek administrasi pertanahannya. Dalam pelaksanaan 

layanan dengan Larasita tetap memperhatikan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku, sehingga semua produk pelayanan perta-

nahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung tetap prosedural dan 

legal tidak cacat hukum maupun administrasi, karena tetap dibawah 

kontrol Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini dianggap sebagai kebi-

jakan atau terobosan yang dilakukan oleh kepala kantor dalam 

rangka memberi kemudahan dan mempercepat pelayanan kepada 

masyarakat.  

Tulisan kedua oleh Priyo Katon P, dkk mencoba mengangkat isu 

penerapan asas keterbukaan dalam pengadaan tanah untuk pem-

bangunan Jalan Tol Solo-Mantingan. Sejak tahun 2008 atau lebih 

kurang selama 6 tahun, pembebasan tanah untuk kepentingan 

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa ruas Solo Mantingan masih 

meninggalkan pekerjaan rumah bagi Panitia Pangadaan Tanah (P2T) 

di Kabupaten Boyolali. Dalam kesepakatan ganti kerugian masih ada 

kendala, dikarenakan jumlah masyarakat yang belum sepakat ten-

tang besarnya ganti kerugian mencapai 333 bidang tanah, dan akan 

dilakukan konsyinasi (penitipan uang ganti kerugian di pengadilan). 

Dalam proses pengadaan tanah terdapat asas keterbukaan, masya-

rakat yang terkena dampak berhak memperoleh informasi tentang 

proyek dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pem-

bangunan, rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti (bila 

ada), dan hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan. Diban-

dingkan dengan isi penyuluhan yang disampaikan oleh Panitia 

Pengadaan Tanah dalam Pasal 19 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Perpres No 36 Tahun 2005 sebagaimana 

telah diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 bahwa karena isi 

penyuluhan adalah “penjelasan manfaat, maksud, dan tujuan pem-

bangunan kepada masyarakat”, maka hal itu memberikan kesan bah-

wa penyuluhan itu adalah komunikasi satu arah dan berisi penjelasan 

tentang hal-hal yang positif saja. Asas keterbukaan, membuka diri 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 
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jujur, dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlin-

dungan terhadap hak asasi pribadi. Penerapan asas keterbukaan 

masih menemui kendala yang dihadapi yaitu, ketidaksetujuan uang 

ganti kerugian, ketidaktepatan pembayaran ganti kerugaian, keku-

rangpercayaan pada aparat pemerintah, ketidakpuasan dan ketidak-

sepahaman masyarakat. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut 

dilakukan dengan, pendekatan dan berinteraksi langsung, penerapan 

keterbukaan informasi, memelihara harapan masyarakat, membe-

rikan penjelasan dengan baik dan melakukan sosialiasi berkelompok 

dan melakukan pendampingan. 

Pemberdayaan petani oleh Pemerintah Kabupaten Magetan 

terus menerus dilakukan, sebagai penghormatan atas peran dan 

kontribusi petani bagi keberhasilan kabupaten ini di sektor perta-

nian. Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan meresponnya dengan 

melakukan pemberdayakan petani, yang di dalamnya “melibatkan” 

transmisi sosial. Hal ini termuat dalam tulisan ketiga oleh Aristiono 

Nugroho, dkk. Petugas kantor pertanahan memiliki kesempatan 

untuk menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu 

(tradisional) yang tidak sesuai dengan kondisi pertanahan masa kini. 

Komunikasi antara para petani dengan para petugas Kantor Perta-

nahan Kabupaten Magetan berdampak pada kemampuan para peta-

ni, dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kepemilikan 

tanahnya. Petugas kantor pertanahan berkesempatan mendorong 

munculnya adopsi nilai, standar, dan atribut oleh petani dengan 

menjelaskan realitas dinamika sosial di bidang pertanahan saat ini. 

Tulisan keempat oleh Eko Budi Wahyono, dkk mencoba meng-

gambarkan dampak deformasi lempeng bumi terhadap koordinat 

titik dasar teknik, pola deformasi titik dasar teknik, serta pengaruh 

dan dampak deformasi posisi titik dasar teknik dalam administrasi 

pertanahan. Penelitian dilakukan di Pulau Ternate dan Kabupaten 

Halmahera Barat dimana Posisi Pulau Halmahera dan Pulau Ternate 

terletak dalam wilayah yang dipengaruhi oleh pergerakan lempeng 

Caroline Plate dan Philipine Sea Plate dan termasuk dalam wilayah 

yang komplek akibat pergerakan lempeng bumi. Sehingga perge-

rakan Pulau Halmahera dan Pulau Ternate tertekan oleh pergerakan 

dua lempeng tersebut. Penelitian dilakukan dengan membandingkan 
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nilai koordinat buku tugu dengan hasil pengamatan GNSS berda-

sarkan base station JRSP dan Inacors. Berdasarkan perbedaan nilai 

koordinat buku tugu, nilai koordinat dengan titik referensi base 

station JRSP Kantor Pertanahan Kota Ternate dan base station CTER 

Inacors Kota Ternate maka nilai koordinat buku tugu salah atau terja-

di blunder. Besar, arah, dan pola deformasi titik dasar teknik di Pulau 

Ternate sebagai beriku : besar deformasi= 1,274865543 meter, Arah 

deformasi= 200025’52.3657” dan pola deformasi seragam menuju arah 

Selatan–Barat. Besar, arah, dan pola deformasi titik dasar teknik di 

Kabupaten Halmahera Barat:  besar deformasi = 1.230589696 meter, 

arah deformasi= 202031’6.31812”, pola deformasi seragam menuju arah 

Selatan–Barat. Untuk kepentingan pengukuran dan pemetaan dalam 

rangka kegiatan pendaftaran tanah nilai koordinat titik dasar teknik 

yang tercantum dalam buku tugu dan daftar koordinat tidak bisa 

digunakan. Sehingga penelitian ini merekomendasikan perlunya 

dilakukan definisi ulang nilai koordinat–nilai koordinat yang tercan-

tum dalam buku tugu, dilakukan dengan cara pengukuran ulang atau 

menggunakan metode transformasi koordinat dengan menggunakan 

titik sekutu dari hasil penelitian ini. 

Problematika dalam pengadaan tanah untuk pembangunan 

kembali dimunculkan dalam tulisan AH Farid, dkk dalam tulisan 

kelima. Kali ini tentang pengadaan tanah untuk pembangunan 

Waduk Leuwikeris di antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten 

Ciamis yang ditargetkan mampu mengairi hingga 40 ribu Ha sawah. 

Tanah yang dipakai dalam pembangunan waduk Leuwikeris ini 

tentunya bersinggungan dengan tanah-tanah masyarakat, sehingga 

akan berakibat ratusan warga masyarakat terekslusi. Dalam penga-

daan tanah faktor pembebasan tanah dengan ganti rugi yang dapat 

memakan waktu yang sangat lama, hal ini terkait dengan proses 

tawar menawar harga tanah. Secara teknis pelaksanaan pengadaan 

tanah Waduk Leuwekeris tidak mengalami hambatan, hal ini karena 

masyarakat mendukung adanya proyek tersebut. Dukungan dari 

masyarakat ini menyebabkan lancarnya proses pengadaan tanah. 

Namun justru kendala terjadi pada pihak PT BBWS/Kementrian PU, 

terjadi penundaan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak yang 
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memerlukan tanah yaitu kementrian PU lewat PT BBWS. Hal ini 

dikarenakan anggaran untuk ganti rugi belum turun. 

Tulisan terakhir yang dilakukan oleh Valentina Arminah, dkk 

menjadi sebuah penelitian yang sangat penting dalam memberikan 

pemahaman kepada kita tentang penerapan konsep wilayah tanah 

usaha berbasis keruangan pada tanah adat. Penelitian yang dilakukan 

di Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan salah satu kabupaten di 

Provinsi Kalimantan Tengah yang terdapat tanah adat terbagi dalam 

berbagai macam penggunaan lahan.  Analisis yang dilakukan secara 

kuantitatif dengan pendekatan keruangan. Hasil penelitian menun-

jukkan bahwa penggunaan tanah pada tanah adat dan Wilayah 

Tanah Usaha  Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas 8 (delapan) peng-

gunaan tanah yaitu: kebun campuran (50.14%), padang (32.44%), 

perairan darat (7.21%), perkampungan (0.33%), perkebunan (2.24%), 

persawahan (3.11%), pertanian tanah kering semusim (4.19%), dan 

tanah terbuka (0.32%). (Pertanian 59.69% dan non pertanian 

40.30%). Dari hasil analisis didapatkan bahwa terdapat 13.63% peng-

gunaan tanah pada tanah adat di Wilayah Tanah Usaha Kabupaten 

Pulang Pisau yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan 

terdapat 86.37% yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah. 

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan STPN di tahun 2016 ini 

telah berusaha menggali dan menampilkan berbagai fenomena dan 

realitas serta upaya penyelesaian problem agraria di Indonesia. 

Tulisan-tulisan ini semoga menjadi inspirasi yang mengilhami para 

peneliti dan pegiat agraria untuk terus tumbuh dan berkembang 

dalam memecahkan problem-problem agraria yang ada di Indonesia. 

 

Salam 

ARD 
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PENERAPAN KONSEP WILAYAH TANAH USAHA  

BERBASIS KERUANGAN PADA TANAH ADAT DI KABUPATEN  

PULANG PISAU, KALIMANTAN TENGAH 

Valentina Arminah 

Eko Suharto 

Kusmiarto 

 

 

 

A.  Pendahuluan 

Tanah Adat tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Tanah adat di 

Indonesia pada umumnya terletak di daerah pedalaman telah lama 

didiami, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Peng-

gunaan lahan merupakan cerminan aktivitas manusia pada sebidang 

lahan. Penggunaan lahan di Indonesia sangat dinamis karena 

senantiasa terjadi perubahan penggunaan lahan terutama dari lahan 

pertanian menjadi non pertanian. Perubahan penggunaan lahan 

terjadi antara lain disebabkan adanya peningkatan kebutuhan akan 

lahan yang diakibatkan peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk. 

Wilayah tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah tersebar di 

berbagai kabupaten. Tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah 

belum banyak diketahui baik letak, penggunaan, maupun peman-

faatannya. Sebaran tanah adat secara keruangan perlu diketahui agar 

memudahkan untuk melakukan inventarisasi. 

Laju perubahan penggunaan lahan sering menimbulkan adanya 

pusat-pusat kegiatan baru yang sebelumnya tidak terantisipasi dalam 

rencana tata ruang wilayah kabupaten yang sudah dibuat, dan juga 

tidak terakomodasi dalam kebijakan pemerintah. Hal demikian 

sering menimbulkan terjadinya perubahan penggunaan lahan yang 

menyimpang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 
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Penggunaan lahan termasuk penggunaan lahan pada tanah adat 

dan perubahannya harus dikelola dengan baik agar tidak menimbul-

kan permasalahan di masa yang akan datang. Meletakkan penggu-

naan lahan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang sudah 

dibuat agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi sosial lahan memberi 

arti bahwa tidak dibenarkan lahan dipergunakan ataupun tidak 

dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi menim-

bulkan kerugian bagi masyarakat. Fungsi sosial lahan menganjurkan 

penggunaan lahan harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat hak 

atas tanahnya, sehingga memberikan kesejahteraan bagi pemilik 

lahan, masyarakat, dan negara. Penggunaan lahan harus dipelihara 

dengan baik agar tidak rusak dan tetap memberikan manfaat bagi 

masyarakat (Valentina, 2009). 

Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan salah satu kabupaten 

di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak berbatasan dengan Kota 

Palangkaraya mempunyai luas secara keseluruhan 8.997 km2. Kabu-

paten Pulang Pisau terdapat wilayah tanah adat yang terbagi dalam 

berbagai macam penggunaan lahan. Pemerintah Kabupaten Pulang 

Pisau telah mempunyai kebijakan penggunaan lahan yang tercermin 

di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasio-

nal telah mencetuskan konsep Wilayah Tanah Usaha. Berbicara 

tentang Wilayah Tanah Usaha adalah berbicara masalah keruangan. 

Berbicara tanah adat secara fisik juga berbicara masalah keruangan. 

Mendasarkan pada hal tersebut, penelitian Wilayah Tanah Usaha 

pada tanah adat secara keruangan merupakan hal penting untuk 

dilakukan, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian 

geografis dengan pendekatan keruangan. 

Kabupaten Pulang Pisau merupakan wilayah yang selalu menga-

lami perkembangan fisik, dalam arti terjadi penggunaan lahan yang 

baru dan berbeda dengan penggunaan lahan sebelumnya, hal demi-

kian juga terjadi pada penggunaan tanah adat. Penggunaan lahan 

menempati suatu ruang tertentu, dan pemanfaatan ruang telah 

direncanakan dan diatur oleh pemerintah. Terkait dengan peng-

gunaan dan pemanfaatan ruang pada tanah adat maka permasalahan 
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mendasar pada penggunaan tanah pada tanah adat adalah: pertama, 

penggunaan lahan sering menyimpang dari rencana tata ruang yang 

ada; kedua, tanah adat pada umumnya menempati daerah yang 

tinggi dan mempunyai kelerengan. Mendasarkan pada kedua hal 

tersebut perlu dikaji terapan konsep wilayah tanah usaha pada peng-

gunaan tanah di kawasan tanah adat dengan pendekatan keruangan. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) memetakan wilayah tanah adat versi 

masyarakat adat; (2) mengkaji ketidaksesuaian penggunaan tanah 

adat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Dari penelitian tentang tanah adat yang pernah dilakukan, tam-

paknya belum ada yang berbasis keruangan. Penelitian terdahulu 

tentang tanah adat antara lain membahas tentang hak adat terkait 

dengan pengelolaan hutan, sistem patrilineal pada pewarisan tanah 

Suku Sasak, dan perselisihan tanah adat terkait pembagian warisan. 

Hal ini merupakan pembeda utama dari penelitian yang akan 

dilakukan ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tentang tanah 

adat. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi 

Kalimantan Tengah. Pemilihan Kabupeten Pulang Pisau sebagai 

lokasi penelitian adalah karena Kabupaten Pulang Pisau merupakan 

kabupaten pemekaran yang terbentuk tahun 2002, dan belum pernah 

dilakukan penelitian pengelolaan penggunaan tanah pada tanah adat 

di kabupaten tersebut terkait dengan penataan ruang berbasis 

konsep wilayah tanah usaha.  

Penggunaan lahan pada tanah adat harus sesuai dengan kondisi 

fisik lahannya, dan harus dikelola dengan baik agar dapat lestari, dan 

berkelanjutan. Pengelolaan penggunaan lahan memerlukan data dan 

informasi, baik data fisik maupun sosial ekonomi. Data dan informasi 

yang diperlukan bagi pengelolaan penggunaan lahan pada tanah adat 

dalam rangka penataan ruang dapat disediakan oleh berbagai instan-

si yang terkait. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data 

fisik dan data non fisik, data primer, dan data sekunder. Data fisik 

yang diperlukan antara lain lokasi tanah adat, luas, pengelolaan 

tanah adat meliputi penggunaan, penataan, pemeliharaan, tata 

ruang, lereng, ketinggian, dan iklim. Data fisik ini diperoleh antara 
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lain dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau maupun dari 

survei lapangan. Data non fisik yang akan dikumpulkan dalam pene-

litian ini yaitu data administrasi, sistem dan pola tanam, adat-

istiadat. Sumber data non fisik adalah pemuka maupun tokoh dan 

masyarakat adat. Data non fisik lain yang diperlukan adalah jumlah 

penduduk, kepadatan penduduk, mata pencaharian penduduk, yang 

dapat diperoleh dari Kantor Statistik Kabupaten Pulang Pisau. Cara 

perolehan data non fisik dilakukan melalui para tokoh adat dan juga 

melalui studi dokumen. 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif dengan 

pendekatan keruangan. Kegiatan awal yang dilakukan dalam 

kegiatan analisis adalah menyediakan peta sebaran keruangan tanah 

adat di Kabupaten Pulang Pisau. Peta Sebaran keruangan tanah adat 

yang menunjukan lokasi atau letak tanah adat kemudian dibagi ber-

dasarkan pembagian wilayah hutan dan non hutan (Areal Penggu-

naan Lain/APL) yang dapat diartikan juga wilayah tanah non usaha 

dan wilayah tanah usaha (sesuai dengan konsep wilayah tanah usaha 

menurut I Made Sandy, 1985). 

Selanjutnya peta sebaran tanah adat yang ada di wilayah tanah 

usaha di tumpang susunkan dengan peta penggunaan tanah. Analisis 

tumpang susun kedua peta ini untuk mengetahui terapan konsepsi 

wilayah tanah usaha terhadap penggunaan tanah pada tanah adat di 

Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan analisis selanjutnya adalah untuk 

mengetahui kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata 

Ruang Kabupaten Pulang Pisau. Untuk mencapai tujuan ini dilaku-

kan analisis tumpang susun peta penggunaan tanah dengan Peta 

Rencana Tata Ruang.  

 

B.  Konsep Dasar tentang Wilayah Tata Usaha, Tanah Adat, dan 

Penataan Ruang 

1.  Wilayah Tanah Usaha 

Vegetasi hutan sebagai penutup lahan dapat memperbaiki fluktuasi 

aliran air. Hutan kecuali sebagai penghasil kayu, juga bermanfaat 

sebagai daerah penyangga, artinya bahwa luas hutan dengan struktur 

dan keberagaman komposisi mempunyai manfaat yang besar bagi 
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kehidupan manusia antara lain perlindungan terhadap banjir, erosi, 

sedimentasi, dan longsor lahan (Sri Astuti Soedjoko, 2002). Pem-

bedaan wilayah lindung dan budidaya telah dirumuskan oleh Sandy 

(1975) melalui Konsepsi Tanah Usaha. Konsepsi tersebut membagi 

daerah di  Indonesia menjadi kawasan tanah usaha atau budidaya dan 

kawasan non budidaya atau kawasan lindung. Kawasan lindung pada 

umumnya merupakan kawasan yang harus dihutankan. Dalam 

konsep ini tersurat bahwa daerah dengan lereng lebih dari 40% 

merupakan kawasan lindung. Daerah dengan lereng kurang dari 40% 

adalah kawasan budidaya. Kawasan budidaya (tanah usaha) dibe-

dakan menjadi wilayah tanah usaha terbatas 1 dengan ketinggian 0-7 

meter dari permukaan air laut dan wilayah tanah usaha terbatas 2 

dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Kon-

sepsi wilayah tanah usaha tersebut menegaskan bahwa perbedaan 

tinggi letak suatu tempat memberikan pengaruh pada pertumbuhan 

tanaman. Daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dari per-

mukaan laut dan lereng lebih dari 40% seyogyanya dijadikan kawasan 

hutan lindung demi kelestarian tanah usaha pada kawasan di 

bawahnya.  

 

 
Gambar 1. Wilayah Tanah Usaha (WTU) 
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Konsepsi wilayah tanah usaha ini sangat selaras dengan Undang-

undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsepsi tersebut dijadikan 

dasar dari Badan Pertanahan Nasional di dalam menentukan lokasi 

persediaan, peruntukan, dan penggunaan lahan. Penelitian ini meng-

kaji pengelolaan penggunaan lahan oleh Badan Pertanahan Nasional 

sesuai yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2004. 

Pengelolaan penggunaan lahan memerlukan penanganan yang benar 

menyangkut kondisi fisik dan sosial ekonomi dan harus berorientasi 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pengguna-

an lahan kecuali harus dapat melestarikan lingkungan juga harus 

dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Valentina, 2009).  

Upaya menjadikan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan 

berkelanjutan masih menghadapi tantangan yang berat disebabkan 

oleh pandangan dan perilaku antroposentris yang dapat menga-

kibatkan degradasi dan bencana lingkungan. Proses perencanaan tata 

ruang sering tidak mencantumkan secara jelas proses diagnosis ling-

kungan dan secara langsung cenderung memberikan arahan peman-

faatan ruang sesuai normatif perencanaan (Yuniarto, 2010). Peren-

canaan demikian memberikan hasil yang kurang rasional karena 

rencana tata ruang lebih sebagai seni mengatur penempatan kegiatan 

di atas ruang dari pada sebagai rangkaian logis dari kesesuaian atas 

dasar pertimbangan yang menyeluruh. Di bagian lain Yuniarto 

mengemukakan, bahwa untuk mencapai kualitas ruang kehidupan 

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan masih jauh dari 

yang diharapkan disebabkan kurang mengandalkan perencanaan 

tata ruang yang baik, bahkan membiarkan terjadinya pelanggaran 

terhadap rencana tata ruang yang ada. 

 

2.  Tanah Adat 

Tanah adat adalah tanah masyarakat hukum adat yang tidak 

mengandung unsur kepemilikan perseorangan. Pemerintah menga-

kui adanya hak ulayat ini di dalam masyarakat hukum adat, bahkan 

dijamin pelaksanaannya di dalam Undang-undang Pokok Agraria, 

khususnya diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5. Pembebasan tanah hak 

milik adat untuk pembangunan kepentingan umum harus benar-
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benar didasari pada kepentingan umum dengan tidak mengeliminasi 

hukum adat setempat yaitu dengan musyawarah mufakat antara 

pemilik tanah dengan pemerintah, yakni tata pemerintahan yang 

mempunyai kewenangan untuk membebaskan tanah (Sarkawi, 2014). 

Harahap (2007), mengemukakan apabila tanah adat tidak dikelola 

atau tidak dimanfaatkan dan negara memerlukan untuk pem-

bangunan bagi kepentingan umum maka tidak dapat dihindarkan 

untuk melepaskannya. Hal ini dimaksudkan untuk pembangunan 

yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. 

Permasalahan sengketa tanah ulayat dengan perusahaan perkebunan 

sering mengemuka, dan dalam hal kepentingan korporasi dianggap 

sangat mampu memberikan kontribusi keuntungan lebih besar seca-

ra ekonomi, daripada melakukan pemberdayaan masyarakat pemilik 

ulayat (Chairul, 2012).  

Falsafah yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah 

konseptual komunalistik religius, karena dalam konsep hukum adat 

kehidupan individu dipandang sebagai kehidupan yang terutama 

diperuntukkan buat mengabdi kepada kehidupan masyarakat. Tanah 

adat sebagai hak kepunyaan bersama dari suatu masyarakat hukum 

adat dipandang sebagai tanah bersama sehingga semua hak per-

orangan bersumber dari tanah bersama tersebut. Beberapa sifat 

menonjol tentang pemilikan secara individu menurut hukum adat 

antara lain: 1) Pemilikan tanah hanya dapat dipunyai oleh warga 

masyarakat hukum saja. 2) Pemilikan tanah lahir berdasarkan penga-

kuan masyarakat yang disebabkan oleh erat tidaknya hubungan 

seseorang dengan tanah, dalam arti tanah senantiasa dikerjakan, 

dipelihara, dan tidak diabaikan. 3) Pemilikan hanya timbul apabila 

syarat de facto berupa tempat tinggal dalam masyarakat hukum, 

mengerjakan tanah secara terus-menerus, dan syarat de yure berupa 

pengakuan masyarakat akan pemilikan tersebut, berlaku secara 

bersamaan dalam diri pribadi yang bersangkutan. 4) Berakhirnya hak 

milik atas tanah berarti berhentinya pengakuan masyarakat atas hak 

orang yang bersangkutan (Herman Soesangobeng, 2000).  

Chairul Darwis (2012), menyatakan menyatakan bahwa masya-

rakat adat merupakan kelompok masyarakat merupakan kelompok 
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masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah 

geografis tertentu di Indonesia, karena adanya ikatan pada asal usul 

leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan 

sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang 

menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum masyarakat 

pada umumya. 

Edy Bosko (2006), mengemukakan bahwa masyarakat adat 

menganggap tanah merupakan sarana bagi kelangsungan hidup 

mereka. Masyarakat adat menganggap bahwa tanah sangat penting 

bagi kehidupan sosial, budaya, spiritual, ekonomi, dan eksistensi 

mereka. Masyarakat adat selalu mengedepankan filosofi mereka yang 

sudah tertanam kokoh tentang penghormatan terhadap ”Ibu Pertiwi” 

dan senantiasa memperjuangkan konsep mereka tentang kepemi-

likan komunal atas tanah. Masyarakat adat menganggap bahwa tanah 

bukan sekedar alat produksi, tetapi bagi kehidupan mereka, tanah 

merupakan elemen penting yang dapat dinikmati dengan bebas dan 

tanah bukan barang komoditas. Dalam pembangunan yang memer-

lukan tanah sering hak komunal masyarakat adat atas tanah terabai-

kan atau dikorbankan.  

 

3. Penataan Ruang 

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang wila-

yah Kabupaten Pulang Pisau adalah untuk mewujudkan optimalisasi 

potensi wilayah yang telah dijabarkan dalam Visi Pemerintah Kabu-

paten Pulang Pisau tahun 2012-2018 yaitu terwujudnya masyarakat 

Pulang Pisau yang damai, maju, berkeadilan, dan sejahtera (Perda 

Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2014). Dua hal terkait 

dengan penataan ruang adalah proses penataan pemanfaatan fisik 

ruang dan kelembagaan penataan ruang.  

Dalam konsepsi wilayah tanah usaha yang dirumuskan oleh 

Sandy (1975) suatu wilayah dipermukaan bumi yang berlereng lebih 

dari 40% dan atau mempunyai ketinggian di atas 1000 meter dari 

permukaan laut harus dijadikan wilayah lindung. Konsepsi wilayah 

tanah usaha ini sangat selaras dengan Undang-undang Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup. Konsepsi tersebut dijadikan dasar dari Badan 

Pertanahan Nasional di dalam menentukan lokasi persediaan, perun-

tukan, dan penggunaan lahan. Penelitian ini mengkaji pengelolaan 

penggunaan lahan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai yang 

tercantum dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2004. Pengelolaan peng-

gunaan lahan termasuk penggunaan lahan pada tanah adat memer-

lukan penanganan yang benar menyangkut kondisi fisik dan sosial 

ekonomi dan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Pengelolaan penggunaan lahan pada tanah adat kecuali 

harus dapat melestarikan lingkungan juga harus dapat memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat.  

Mendasarkan uraian pada tinjauan pustaka, maka pada peneli-

tian yang akan dilakukan ini, daerah penelitian akan dibagi menurut 

lereng dan ketinggian. Pembagian lereng dan ketinggian mengacu 

pada konsep Wilayah Tanah Usaha menurut I Made Sandy (1985). 

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan wilayah lindung dan 

budidaya pada daerah penelitian. Selanjutnya akan dikaji penggu-

naan tanah dan kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

 

C. Beberapa Fakta mengenai Kabupaten Pulang Pisau 

1. Letak, Batas, dan Luas 

Letak relatif Kabupaten Pulang Pisau berada di bagian tengah dari 

Propinsi Kalimantan Tengah dan berbatasan langsung dengan Kota 

Palangkaraya. Secara absolut sesuai dengan letak geografisnya Kabu-

paten Pulang Pisau terletak antara 113°30’00”-114°15’00” Bujur Timur 

dan 1°32’00”-3°28’00” Lintang Selatan. Kabupaten Pulang Pisau ber-

diri tahun 1999 merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten 

Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Pulang Pisau secara 

administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas di sebelah 

utara, Kabupaten Kapuas di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah sela-

tan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Palangkaraya dan 

Kabupaten Katingan. Batas administrasi Kabupaten Pulang Pisau 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Kabupaten Pulang Pisau terbagi menjadi 8 wilayah kecamatan 

yang terdiri dari 95 desa dan 4 kelurahan dengan luas secara kese-

luruhan adalah 8.997 Km². Rincian luas per kecamatan di Kabupaten 

Pulang Pisau dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

Tabel 1. Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau 

No. Nama Kecamatan Luas (km2) Persentase (%) 

1 Banama Tingang 626 6.96 

2 Kahayan Tengah 783 8.7 

3 Jabiren Raya 1323 14.7 

4 Kahayan Hilir 360 4 

5 Maliku 413.14 4.59 

6 Pandih Batu 535.86 5.96 

7 Sebangau Kuala 3 801 42.25 

8 Kahayan Kuala 1 155 12.84 

 Jumlah  8997 100 

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau, 2016 

 

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Sebangau Kuala 

merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas di Kabupaten Pu-

lang Pisau. Kecamatan Kahayan Hilir mempunyai luasan yang paling 

kecil dibanding wilayah kecamatan lain di Kabupaten Pulang Pisau. 

 
Gambar 2. Peta Batas Administrasi Kabupaten Pulang Pisau 
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2. Ketinggian 

Ketinggian tempat merupakan faktor penting dalam membangun 

konsep wilayah tanah usaha, yang pada dasarnya membagi suatu 

daerah menjadi kawasan hutan lindung dan kawasan budi daya. 

Mendasarkan hal tersebut faktor ketinggian tempat pada suatu 

wilayah perlu diketahui dengan baik. Kabupaten Pulang Pisau mem-

punyai wilayah yang relatif datar. Kenyataan menunjukkan bahwa di 

daerah ini tidak terdapat gunung atau pegunungan. Secara rinci 

ketinggian wilayah per kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau disa-

jikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Ketinggian Tempat Per Kecamatan di Kabupaten Pulang 

Pisau 

Kecamatan Ibukota Kecamatan Ketinggian (Meter) 

Kahayan Kuala Bahaur Basantan 0 - 25 

Sebangau Kuala Sebangau Permai 0 - 25 

Pandih Batu Pangkoh Hilir 0 - 25 

Maliku Maliku Baru 0 - 25 

Kahayan Hilir Pulang Pisau 0 - 25 

Jabiren Raya Jabiren 0 - 25 

Kahayan Tengah Bukit Rawi 25 - 50 

Banama Tingang Bawan 50 - 100 

 Sumber: Pulang Pisau Dalam Angka 2016 

 

Dari Tabel 2 dapat dicermati bahwa 6 wilayah kecamatan di 

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah yang relatif datar 

dengan ketinggian 0-25 meter dari permukaan laut. Dua wilayah 

kecamatan yang lain yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Keca-

matan Banama Tingang mempunyai ketinggian 25 hingga 100 meter 

dari permukaan laut. 

 

3. Iklim 

Iklim merupakan unsur fisik yang penting bagi berlangsungnya 

aktifitas pada suatu wilayah terutama kegiatan di bidang pertanian 

baik pertanian tanah basah maupun pertanian tanah kering yang 
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tergantung pada curah hujan. Unsur iklim yang terkait erat dengan 

bidang pertanian terutama hari hujan dan curah hujan. Kondisi iklim 

terutama hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Pulang Pisau pada 

tahun 2015 disajikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di  

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 dan 2015 

No Bulan 

Curah 

Hujan 

(mm) 

(2014) 

Curah 

Hujan 

(mm) 

(2015) 

Hari 

Hujan 

(2014) 

Hari Hujan 

(2015) 

1 Januari 171 396 12 20 

2 Februari 111 528 9 17 

3 Maret 470 519 18 21 

4 April 377 420 17 14 

5 Mei 294 291 10 9 

6 Juni 210 215 10 5 

7 Juli 73 60 5 4 

8 Agustus 45 0 4 0 

9 September 15 0 1 0 

10 Oktober 68 20 4 2 

11 November 282 90 13 11 

12 Desember 297 396 21 18 

Jumlah 2413 2935 124 121 

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2016 

 

Dari Tabel 3 diketahui dari data iklim dua tahun terakhir yaitu 

tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa bulan basah terjadi pada 

bulan Desember sampai bulan Juni, dan bulan kering terjadi dari 

bulan Juli sampai dengan bulan November, walau kenyataannya 

hingga penelitian yang dilakukan bulan Juli tahun 2016 ini masih 

terjadi hujan, hal ini dipandang sebagai suatu pengecualian. 

 

4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Penduduk merupakan komponen penting dalam membentuk 

sumberdaya di berbagai bidang baik sosial, ekonomi, pemerintahan, 
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pertanian maupun lainnya. Sumberdaya manusia merupakan kom-

ponen tenaga yang sangat diperlukan dalam kegiatan di bidang 

pertanian. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten 

Pulang Pisau dapat dicermati pada Tabel 4 sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per 

Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau 

 No Kecamatan 
Penduduk (Orang) 

Jumlah 

(Orang) 

Laki-Laki Perempuan  

1 Kahayan Kuala 10479 10029 20508 

2 Sebangau Kuala 4438 3718 8156 

3 Pandih Batu 10751 9736 20487 

4 Maliku 12268 11492 23760 

5 Kahayan Hilir 14211 13249 27460 

6 Jabiren Raya 4217 3886 8103 

7 Kahayan Tengah 4007 3654 7661 

8 Banama Tingang 4568 4142 8710 

Jumlah 64939 59906 124845 

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka 2016 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pulang Pisau secara 

keseluruhan mempunyai jumlah penduduk 124845, dengan jumlah 

penduduk laki-laki berjumlah lebih banyak dari jumlah penduduk 

perempuan. Wilayah Kecamatan Kahayan Tengah mempunyai 

jumlah penduduk yang paling sedikit dibanding wilayah kecamatan 

lain di Kabupaten Pulang Pisau. Data kepadatan penduduk di 

Kabupaten Pulang Pisau dikemukakan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pulang 

Pisau 

No Kecamatan 

Jumlah 

Pendud

uk 

(Orang) 

Luas  

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Orang/Km2) 
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1 Kahayan Kuala 20508 1195 18 

2 Sebangau Kuala 8156 3801 2 

3 Pandih Batu 20487 535.86 38 

4 Maliku 23760 413.14 58 

5 Kahayan Hilir 27460 360 76 

6 Jabiren Raya 8103 1323 6 

7 Kahayan Tengah 7661 783 10 

8 Banama Tingang 8710 626 14 

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2016 

 

Mencermati Tabel 5 dapat diketahui bahwa kepadatan pendu-

duk per kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau belum terlalu padat. 

Kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kecamatan 

Kahayan Hilir yaitu 76 orang/Km2, dan yang kepadatan penduduknya 

paling rendah terletak di Kecamatan Sebangau Kuala yaitu 2 

orang/Km2, walaupun Kecamatan Sebangau Kuala mempunyai luas 

wilayah yang paling besar dibandingkan wilayah kecamatan yang lain 

di Kabupaten Pulang Pisau. 

D. Tanah Adat, Penggunaan, dan Kesesuaiannya dengan 

Konsepsi Wilayah Tanah Usaha 

1. Lembaga Adat   

Pada awalnya Suku Dayak di Kalimantan Tengah dianggap sebagai 

kelompok manusia yang terbelakang baik dari segi budaya, ekonomi, 

maupun pendidikan. Saat ini Suku Dayak telah semakin maju dalam 

berbagai bidang tersebut. Pada tahun 1894 atau pada abad 19 generasi 

pendahulu yang terdiri dari 400 kelompok Suku Dayak dari seluruh 

Kalimantan telah mengadakan pertemuan di Desa Tumbang Anoi. 

Desa ini terletak di wilayah Kahayan Hulu Utara Provinsi Kalimantan 

Tengah. Pertemuan ini diberi nama Rapat Besar Damai Tumbang 

Anoi. Pertemuan atau rapat besar tersebut dihadiri oleh  utusan dari 

400 anak Suku Dayak dari Kalimantan, juga dihadiri oleh Pejabat 

Belanda, dan para tokoh pribumi. Yang tersirat dari hasil rapat besar 

di Tumbang Anoi antara lain mengakui kewenangan pemerintah 

memajukan dan membangun daerah Dayak diimbangi dengan 

pengakuan daulat dan status lembaga keadatan. Kelembagaan adat 
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telah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kali-

mantan Tengah. Peraturan daerah tersebut antara lain memuat mak-

sud dan tujuan dibangunnya lembaga adat. Maksud pengaturan 

kelembagaan adat Dayak adalah untuk mendorong upaya pember-

dayaan lembaga adat Dayak agar mampu membangun karakter 

Masyarakat Adat Dayak melalui pelestarian dan pemberdayaan adat-

istiadat dan kebiasaan-kebiasaan serta menegakkan hukum adat 

dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat adat, kelancaran penyelenggaraan peme-

rintahan, kelangsungan pembangunan, dan meningkatkan ke-

tahanan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia. Pengaturan kelembagaan adat Dayak mempunyai tujuan agar 

pemberdayaan lembaga adat Dayak mampu mendorong dan mening-

katkan partisipasi masyarakat adat Dayak untuk kelancaran penye-

lenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pem-

binaan masyarakat. Masyarakat Adat Dayak mempunyai kesadaran 

akan tanggungjawabnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk 

tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan, 

dan menjunjung tinggi hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-

kebiasaan masyarakat adat yang bernilai positif sebagai budaya 

warisan para leluhurnya. 

Rapat Damai Tumbang Anoi melahirkan antara lain Hukum 

Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang disebut dengan Hukum Adat 

Dayak Tumbang Anoi 1894 (HADAT 1894) yang terdiri dari 96 pasal 

yang secara garis besar mengatur tentang pelanggaran adat, sengketa 

tanah adat, dan perbuatan kriminal baik dengan kekerasan maupun 

tanpa kekerasan. HADAT 1894 ini telah disepakati dalam rapat 

Dewan Adat Dayak (DAD) pada bulan April 2014. Dengan dibentuk-

nya lembaga adat Dayak maka tersedia wadah untuk mengekspre-

sikan identitas adat Dayak di Kabupaten Pulang Pisau. 

Kelembagaan adat telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah terdiri dari  Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan 

Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kota, Dewan Adat Dayak 

Desa, Damang Kepala Adat Tingkat Kecamatan, dan mantir untuk 
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tingkat desa. Damang kepala adat merupakan pimpinan adat dan 

ketua kerapatan mantir tingkat kecamatan. Kerapatan mantir meru-

pakan gabungan dari para mantir adat. Damang kepala adat mem-

punyai wewenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu 

wilayah adat. Damang ini diangkat oleh bupati  untuk masa jabatan 

6 tahun, dan merupakan hasil pemilihan oleh para kepala desa, para 

ketua badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, 

serta para mantir adat yang termasuk dalam wilayah kedamangan.  

Dewan Adat Dayak Provinsi merupakan lembaga adat Dayak 

yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional sebagai 

lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Kabupaten/Kota 

untuk membantu kelancaran tugas damang kepala adat di bidang 

pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-

kebiasaan, dan penegakan adat Dayak di wilayah Provinsi Kaliman-

tan Tengah. Dewan Adat Kabupaten/Kota merupakan Lembaga Adat 

Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan 

Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan super-

visi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Desa/Kelu-

rahan, demi membantu kelancaran tugas damang kepala adat di bi-

dang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, ke-

biasaan, dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan  

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerin-

tah Daerah Kabupaten Pulang Pisau berupaya meningkatkan penge-

tahuan dan ketrampilan melalui pelatihan atau penataran dalam 

bidang hukum, tata Negara dan keagrariaan. Dalam bidang keagra-

riaan antara lain diberi pelatihan cara mengukur koordinat batas 

bidang tanah dengan menggunakan alat GPS (global positioning 

system) oleh teknisi Kantor Wilayah BPN tingkat provinsi 

Lembaga kedamangan merupakan lembaga adat Dayak yang 

bertanggungjawab penuh terhadap kelestarian, keberlanjutan, dan 

berdayagunanya hukum adat Dayak, adat-istiadat, dan kebiasaan-

kebiasaan positif dalam kehidupan masyarakat Dayak. Keberadaan 

Damang Kepala Adat di Kabupaten Pulang Pisau ini telah dikuatkan 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah 
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yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Provinsi Kali-

mantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Peraturan 

Daerah ini telah dikuatkan pula dengan Peraturan Gubernur Kali-

mantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-

hak Adat di Atas Tanah. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 

juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Surat Keterangan Tanah Adat, yang kuasanya 

berada di tangan Damang Kepala adat tingkat kecamatan. Dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sangat jelas peranan 

para Damang Kepala Adat dan para Mantir Adat yakni sebagai ujung 

tombak pelaksanaan berbagai perundangan tentang tanah adat. 

2. Tanah Adat 

Tanah bagi masyarakat adat merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat adat 

tersebut. Bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kali-

mantan Tengah, tanah adat merupakan tanah beserta isinya yang 

berada di wilayah kedamangan dan atau di wilayah desa atau kelu-

rahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat. Tanah adat ini dapat 

berupa hutan ataupun bukan hutan (misalnya kompleks pekuburan 

nenek moyang, rumah betang, maupun situs-situs peninggalan 

nenek moyang) dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik 

perorangan maupun milik bersama (komunal) yang keberadaannya 

diakui oleh damang kepala adat. Mendasarkan hal tersebut di Provin-

si Kalimantan Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Pulang Pisau 

tanah adat dapat merupakan tanah milik bersama atau komunal dan 

tanah adat milik perorangan atau individu. Tanah adat milik bersama 

merupakan tanah warisan leluhur secara turun-menurun, yang dike-

lola dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh para ahli waris 

sebagai sebuah komunitas.  Tanah adat milik perorangan merupakan 

tanah adat milik pribadi (individu) yang diperoleh dengan cara 

membuka hutan atau dengan cara berladang, dapat pula dengan cara 

jual beli, hibah, atau warisan. Tanah adat milik perorangan dapat 

berupa kebun maupun tanah yang ada tanamannya, dan dapat juga 
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berupa tanah kosong yang hanya ditumbuhi oleh rerumputan mau-

pun alang-alang. 

Tanah adat di Kabupaten Pulang Pisau sangat penting untuk 

masayarakat untuk masyarakat adat Dayak dan merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari penghidupan, kehidupan, dan kebudayaan 

orang Dayak. Tanah adat bagi mereka merupakan hal pokok bagi 

keberlangsungan hidup dan sarana untuk meningkatkan kesejahte-

raan sosial maupun ekonomi. Tanah adat bagi mereka juga meru-

pakan bagian dari hak-hak adat masyarakat adat. Oleh karena itu 

tanah adat sebagai bagian dari hak-hak masyarakat adat keberadaan-

nya perlu diakui, dihargai, dan dihormati. Berbagai hal terkait dengan 

tanah adat tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas 

Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Berdasarkan informasi dari Ketua Dewan Adat Daerah Kabu-

paten Pulang Pisau, sebaran tanah adat di Kabupaten Pulang Pisau 

belum terpetakan. Akan tetapi keberadaanya dapat diilustrasi-

kan/digambarkan bahwa tanah adat berada pada radius/buffer zone 

2 kilometer dari sungai (sepanjang masih terdengar bunyi gong atau 

ayam berkokok). Sedangkan hak adat di atas tanah bisa saja jauh 

berada di tengah hutan ditandai dengan adanya pohon jelutung. 

Masyarakat adat telah memanfaatkan pohon jelutung untuk diambil 

getahnya, kayu, dan buahnya. Yang dimaksud dengan hak adat di atas 

tanah adalah hak memanfaatkan apa yang ada di atas tanah, bukan 

hak menguasai/memiliki tanahnya. 

 

 
Gambar 3. Ketua Damang Adat Kabupaten Pulang Pisau Menggambarkan 

Ilustrasi Sebaran Tanah Adat 
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Gambar 4. Ilustrasi Sebaran Tanah adat dan Hak Adat di Atas Tanah 

 

Berdasarakan ilustrasi dan penjelasan narasumber di atas maka 

dapat dibuat sebaran tanah adat di Kabupaten Pulang Pisau 

menggunakan analisa spasial buffer dengan nilai linear unit sebesar 2 

Km dari layer sungai. Hasil analisa spasial buffer tersebut dapat 

digambarkan pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Sebaran Tanah Adat dan Hak Adat Hasil Analisa Buffer  

di Kabupaten Pulang Pisau 
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3. Surat Keterangan Tanah Adat 

Upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap tanah adat dan hak-

hak adat di atas tanah mendapat perhatian yang sangat besar dari 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini ditandai dengan 

terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas 

Tanah. Masyarakat pedesaan masih banyak yang belum memiliki 

surat atas kepemilikan tanahnya. Peraturan Gubernur Kalimantan 

Tengah  Nomor 4 Tahun 2012 menegaskan bahwa masyarakat yang 

tinggal di pelosok pedesaan yang belum mempunyai surat atas 

kepemilikan tanahnya agar mengurus surat tanah dengan menga-

jukan permohonan pembuatan surat keterangan tanah adat. Surat 

keterangan tanah adat merupakan petunjuk awal atas kepemilikan 

tanah bagi masyarakat adat. Surat keterangan tanah adat dan hak-

hak adat di atas tanah adalah surat yang menunjukkan kepemilikan 

atau penguasaan atas tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah yang 

ditetapkan oleh damang kepala adat. 

Damang kepala adat dan para mantir merupakan ujung tombak 

pelaksanaan peraturan daerah tentang tanah adat. Untuk membantu 

mempermudah damang kepala adat dan para mantir melakukan 

registrasi tanah adat, maka telah dibuat panduan pembuatan surat 

keterangan tanah adat (SKT-A) dan hak-hak adat di atas tanah. 

Tanah adat dan hak-hak di atas tanah perlu diatur dengan tujuan:  

a. melindungi, mengakui, menghargai, dan menghormati hak-hak 

masyarakat adat; 

b. melestarikan dan keberlanjutan adat yang hidup di masyarakat; 

c. Menunjang keberhasilan pembangunan serta kelancaran jalan-

nya pemerintahan, memperjelas, dan mempertegas penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah adat serta hak-

hak adat di atas tanah. 

Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah selain 

mempunyai tujuan juga mengandung fungsi yang melekat pada 

tanah adat. Beberapa fungsi pengaturan tanah adat dan hak-hak adat 

di atas tanah antara lain: 
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a. untuk keberlangsungan hidup, meningkatkan kesejahteraan 

sosial dan ekonomi masyarakat adat; 

b. petunjuk penguasaan dan pemilikan tanah menurut ketentuan 

hukum adat yang berlaku, yang selanjutnya dapat didaftarkan 

sebagai hak atas tanah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

undang Pokok Agraria; 

c. penertiban tanah adat meliputi misalnya: inventarisasi, identi-

fikasi, pemetaan, dan pematokan tanah adat dan hak-hak adat di 

atas tanah, penerbitan surat keterangan tanah adat dan hak-hak 

adat di atas tanah, serta sertipikasi tanah adat. 

Proses pembuatan surat keterangan tanah adat dan hak-hak adat 

di atas tanah dimulai dari pemohon surat keterangan tanah adat dan 

hak-hak adat di atas tanah mengajukan permohonan kepada kera-

patan mantir perdamaian adat dengan mengisi formulir dan diserah-

kan kepada mantir. Fungsionaris Lembaga Kedamangan kemudian 

melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan, dan pemetaan 

terhadap tanah adat. Pada saat pengukuran dan pematokan pemilik 

tanah adat dan pemilik tanah yang berbatasan harus hadir di lokasi 

tersebut. Selanjutnya dibuat berita acara pengukuran. Selanjutnya 

damang kepala adat mempunyai kewajiban mengumumkan hasil 

inventarisasi, pengukuran, pemetaan, dan pematokan tanah adat 

secara tertulis kepada masyarakat kedamangan setempat. Sanggahan 

terhadap pengumuman tersebut harus diselesaikan oleh lembaga 

kedamangan dan dilakukan pengumuman ulang, dan apabila tidak 

ada sanggahan lagi damang kepala adat segera menetapkan surat 

keterangan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah. Formulir per-

mohonan yang sudah diisi, surat pernyataan memiliki tanah adat, 

hasil pemeriksaan tanah adat, diarsipkan oleh damang kepala adat. 

Proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut: 
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Gambar 6. Tahapan Mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan 

Hak-hak Adat di Atas Tanah 

 

4. Hutan Desa 

Secara umum lokasi hutan adat masih banyak belum diketahui. Hal 

ini disebabkan inventarisasi hutan adat di Kalimantan Tengah masih 

sangat minim. Untuk melaksanakan inventarisasi hutan adat 

diperlukan waktu yang lama. Untuk melakukan kegiatan ini DPRD 

Kalimantan Tengah telah meminta kepada pemerintah daerah dan 

lembaga adat untuk meningkatkan kapasitas seluruh damang agar 

mempercepat inventarisasi seluruh hutan adat di Kalimantan 

Tengah. Sampai dengan tahun 2015 inventarisasi hutan adat di Kali-

mantan Tengah baru mencapai 10-15%. Hutan adat yang perlu dilaku-

kan inventarisasi termasuk kompleks pekuburan nenek moyang, 

tempat betang, dan situs-situs peninggalan nenek moyang. 

Di dalam hutan adat terdapat kearifan-kearifan lokal bagi 

masyarakat adat Dayak. Kearifan lokal tersebut misalnya tajahan. 

Tajahan merupakan tempat tertentu yang dikeramatkan oleh Suku 

Dayak. Pada tempat ini dibangun rumah berukuran kecil sebagai 

tempat untuk meletakkan sesaji. Maksud sesaji ini adalah sebagai 

simbol persembahan kepada roh halus yang bersemayam di dalam 

hutan. Pada rumah kecil tersebut pada umumnya ditaruh beberapa 

patung kecil yang merupakan simbol dari anggota keluarga yang 
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sudah meninggal. Mereka meyakini bahwa roh orang telah mening-

gal  bersemayam dalam patung-patung tersebut. Dengan diberinya 

sesaji diharapkan roh orang yang telah meninggal tidak mengganggu 

anggota keluarga yang masih hidup. Tajahan pada umumnya me-

nempati  kawasan hutan yang masih lebat dan terkesan angker bagi 

masyarakat tempatan. Pada lokasi tempat masyarakat dilarang 

melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di dalam hutan 

misalnya berburu maupun menebang hutan. Mendasarkan hal terse-

but maka adat istiadat berupa Tajahan ini mempunyai maksud yang 

mulia bagi keberlanjutan ekologi karena secara langsung berkon-

tribusi dalam upaya konservasi hutan sekaligus melindungi keaneka-

ragaman hayati. 

Tanah Kaleka Darung Bawan merupakan area bekas hunian 

masyarakat adat yang kemudian disepakati bersama oleh para 

penghuninya untuk ditinggalkan pindah ke tempat lain yang lebih 

baik, aman, nyaman, dan lebih subur. Pada tanah Koleka Darung 

Bawan tidak diperkenankan untuk digarap atau dialihfungsikan un-

tuk yang penggunaan lainnya. Hal ini disebabkan area bekas hunian 

tersebut merupakan tempat yang sangat sakral, karena disitulah 

tempat darah manusia tertumpah pada saat dilahirkan dan jutempat 

mereka dikuburkan. Kaleka Darung Bawan banyak ditumbuhi vege-

tasi hutan yang kemudian dapat menjadi hutan lebat dan merupakan 

wilayah konservasi yang terjaga melalui kerafian lokal ini. 

Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau selalu mengupayakan dan 

berusaha serta berjuang untuk menyelamatkan, melestarikan hutan 

yang berada di wilayah tempat mereka tinggal. Masyarakat di Keca-

matan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau juga berjuang keras 

menyelamatkan dan melestarikan hutan yang mereka anggap sebagai 

hutan adat. Pada tahun 2005 illegal logging telah terjadi di wilayah 

hutan di Kelurahan Kalawa. Hal ini menjadikan mereka merasa 

kurang nyaman. 

Pada tahun 2005 Ketua Lembaga Pengelola Hutan Kelurahan 

Kalawa Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau mengu-

sulkan hutan di wilayahnya sebagai hutan adat. Maksud pengusulan 

ini adalah agar kelestarian hutan di wilayahnya tetap terjaga baik dan 
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dapat berkelanjutan. Pengusulan ini banyak mengalami kesulitan 

karena tidak jelasnya peraturan yang menjadi acuan dalam pengu-

sulan tersebut. 

 Pengusulan hutan di Kelurahan Kalawa menjadi hutan desa 

disetujui melalui SK Menteri Kehutanan Tanggal 17 Oktober 2012. 

Masyarakat adat sangat gigih mengelola hutan desa ini dan dalam 

pengelolaan hutan desa ini masyarakat tetap menggunakan cara-cara 

yang dilakukan menurut adat Dayak Ngaju. Wilayah yang diusulkan 

menjadi hutan desa di Kecamatan Kahayan Hilir adalah 21.187 Ha, 

Melalui SK Menteri Kehutanan yang disetujui menjadi hutan desa 

adalah 4.230 Ha terletak di Desa Kalawa, 7.025 Ha di Desa Buntoi, 

11.835 Ha di Desa Meniireng, dan Desa Gohong 3.155 Ha. 

Hutan adat tidak boleh diperjualbelikan melainkan hanya diwa-

riskan atau dihibahkan kepada ahli waris maupun keturunan dari 

pemilik tanah. Masyarakat adat mempunyai kewajiban merawat, 

memelihara, dan menjaga hutan adat.  Dan untuk selamanya hutan 

adat tidak boleh dirusak dan harus dikelola dengan baik. Masyarakat 

adat boleh mengambil manfaat dari pengelolaan hutan adat untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, misalnya, daun untuk membuat 

atap rumah, rotan, damar, kulit kayu, ataupun bambu. Hutan adat 

juga merupakan tempat bagi masyarakat adat untuk melakukan ke-

giatan berburu hewan seperti burung, rusa, kancil, dan babi. 

Pepohonan besar di hutan desa habis terbakar. Kebakaran hutan 

desa yang terjadi tahun 2015 lebih parah daripada yang terjadi tahun 

2007, hingga menghabiskan pepohonan di hutan desa. Terkait 

dengan kebakaran hutan ini masyarakat tidak dapat berbuat banyak 

karena lokasi hutan yang sulit dijangkau.  
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Gambar 7. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau 

 

Peta Kawasan Hutan pada Gambar 7 bersumber dari Peta 

Kawasan Hutan menurut SK Nomor 529-Menhut II/2012. Dari 

Gambar 7 tersebut diketahui bahwa wilayah Kabupaten Pulang Pisau 
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terbagi menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi 

terbatas, hutan produksi tetap, kawasan pelestarian alam dan area 

penggunaan lain. 

 

5. Wilayah Tanah Usaha 

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau dapat 

dipilah menjadi dua yaitu wilayah hutan dan wilayah non hutan 

(areal penggunaan lain atau disebut dengan APL) atau wilayah 

budidaya. Konsep wilayah tanah usaha adalah ekuivalen atau sama 

dengan wilayah budidaya/APL. Mendasarkan hal tersebut, peta seba-

ran wilayah tanah usaha dapat diturunkan dari peta kawasan hutan. 

Peta wilayah tanah usaha hasil turunan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 8. 
 

 
Gambar 8. Peta Wilayah Tanah Usaha Kabupaten Pulang Pisau 
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Berdasarkan peta hasil turunan di atas (Gambar 8) didapatkan 

total luas hutan: 21064621106m2 (86%), luas sungai/danau: 

353338248m2 (2%) dan luas wilayah tanah usaha sebesar: 

2967499107m2 (12 %). Persebaran wilayah tanah usaha berada pada 

wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sungai yang membelah 

wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

wilayah tanah usaha ini ekuivalen dengan konsep tanah adat 

menurut Ketua Damang Adat Kabupaten Pulang Pisau yaitu berada 

pada buffer zone 2 kilometer dari aliran sungai. Perbandingan perse-

baran tanah adat dan persebaran wilayah tanah usaha dapat dilihat 

pada Gambar 9: 

 
Gambar 9. Perbandingan Persebaran Tanah Adat dan Persebaran WTU 
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Dari Gambar 9 dapat diketahui sebaran secara keruangan lokasi 

tanah adat dan wilayah tanah usaha. Kenyataan menunjukkan bahwa 

lokasi wilayah tanah usaha tidak persis sejauh 2 kilometer dari tepi 

sungai. Hal ini ternyata sama dengan yang disampaikan oleh Damang 

Kepala Adat Kabupaten Pulang Pisau.  

 

6. Penggunaan Tanah Adat di Wilayah Tanah Usaha 

Untuk mengetahui penggunaan tanah di wilayah tanah usaha dapat 

dilakukan analisis overlay antara peta wilayah tanah usaha dan peta 

penggunaan. Dalam hal ini peta penggunaan yang digunakan adalah 

Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012. Hasil 

overlay tersebut dapat dilihat pada Gambar 10. Dari hasil overlay 

tersebut didapatkan data bahwa penggunaan tanah di wilayah tanah 

usaha terdiri atas 8 (delapan) penggunaan tanah yaitu: kebun 

campuran (50.14%), padang (32.44%), perairan darat (7.21%), 

perkampungan (0.33%), perkebunan (2.24%), persawahan (3.11%), 

pertanian tanah kering semusim (4.19%), dan tanah terbuka (0.32%). 

Secara keseluruhan persentase luas masing-masing dapat dilihat 

pada Tabel 6:  

Tabel 6. Penggunaan Tanah pada Wilayah Tanah Usaha 

No Penggunaan Tanah di WTU Luas (m2) Persentase (%) 

1 Kebun Campuran 7761711380 50.14 

2 Padang 5022023382 32.44 

3 Perairan Darat 1116685088 7.21 

4 Perkampungan 50350910 0.33 

5 Perkebunan 347147061 2.24 

6 Persawahan 481690332 3.11 

7 

Pertanian Tanah Kering 

Semusim 649229838 4.19 

8 Tanah Terbuka 50257634 0.32 

Total 15479095625 100 

Sumber: Hasil Analisis 

 

Dari Tabel 6 di atas dapat dianalisis bahwa penggunaan tanah 

pada wilayah tanah usaha jika dikelompokan menjadi penggunaan 
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untuk pertanian dan non pertanian persentasenya adalah 59.69% 

pertanian dan 40.30% non pertanian.    

 
Gambar 10. Penggunaan Tanah pada Wilayah Tanah Usaha 

 

7. Kesesuaian Penggunaan Tanah Adat pada Wilayah Tanah 

Usaha dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau mengacu pada 

Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015, sehingga yang 
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digunakan dalam analisis penelitian ini adalah peta tata ruang 

wilayah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015. Untuk menganalisis 

kesesuaian penggunaan tanah pada wilayah tanah usaha dan tanah 

adat dengan rencana tata ruang wilayah, dilakukan analisis overlay 

dan analisis join and relate dari tabel atribut kedua peta tersebut, 

dengan membandingkan atribut penggunanaan dan peruntukkan 

didapatkan data kesesuaian dan ketidaksesuaiannya. Hasil analisis 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 11. Dari hasil analisis didapatkan 

bahwa terdapat 13.63% penggunaan tanah di wilayah tanah usaha 

yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dan terdapat 86.37% 

penggunaan wilayah tanah usaha yang tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah.  

 

 
Gambar 11. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah di Wilayah Tanah Usaha 

dengan RTRW Kabupaten Pulang Pisau 
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E. Penutup 

1. Kesimpulan 

a. Penggunaan tanah pada tanah adat dan wilayah tanah usaha 

di Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas 8 (delapan) penggu-

naan tanah yaitu: kebun campuran (50.14%), padang 

(32.44%), perairan darat (7.21%), perkampungan (0.33%), 

perkebunan (2.24%), persawahan (3.11%), pertanian tanah 

kering semusim (4.19%), dan tanah terbuka (0.32%). (Perta-

nian 59.69% dan non pertanian 40.30%) 

b. Dari hasil analisis didapatkan bahwa terdapat 13.63% peng-

gunaan tanah pada tanah adat di Wilayah Tanah Usaha 

Kabupaten Pulang Pisau yang sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah, dan terdapat 86.37% yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang wilayah. 

2. Saran 

a. Peta persebaran tanah adat di Kabupaten Pulang Pisau belum 

ada, yang digunakan untuk  analisa dalam penelitian ini ada-

lah hasil menterjemahkan ilustrasi persebaran tanah adat 

menurut Ketua Damang Adat Kabupaten Pulang Pisau, se-

hingga diperlukan kegiatan pemetaan tanah adat yang lebih 

mendetail di Kabupaten Pulang Pisau. 

b. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap penggunaan tanah 

yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu-

paten Pulang Pisau. 
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